PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 2% TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor S Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang L,



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5158);
9. Peraturan L( ?



10

11

12.

13.

14

15.

16.

88

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 10),

I
18. Peraturan L(f



18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud

dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah di Kota Lubuk Linggau.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

7. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal
adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB II g
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BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan

a.
b.

C.

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1)
2)
3)
4)
S)

1)
2)

3)

5)

Belanja Pegawai

Belanja Barang danJasa
Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

Belanja Modal
Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan

Mesin
Belanja Modal Gedung

dan Bangunan

Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
Jumlah Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Rp

Rp.

Rp.

. 120.635.271.549,61
834.309.926.954,64

0.00

Rp.

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

954.945.198.504,25

. 349.931.160.296,00
. 274.767.960.988,00

9.072.013.657,00
50.645.157.935,00

200.000.000.00

Rp

. 684.616.292.876,00

Rp 3.306.489.921,00
Rp. 33.640.963.290,00
Rp 34.251.498.598,00
Rp. 173.189.479.634,35
Rp. 19.880.396.820,00
Rp. 264.268.828.263,35

Rp.

1.353.494.000.00

Jumlah g

e



Jumlah belanja Tidak
Terduga Rp 1.353.494.000,00
Jumlah Belanja Rp. 950.238.615.139,35

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 31.125.284.584,17
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 28.425.497.122.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 2.699.787.462,17
Sisa lebih/kurang
pembiayaan tahun berkenaan Rp. 7.406.370.827,07

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.
Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

Agar . (LL?!

diundangkan.



Agar setiap orang - mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2.\ Agusims 2034

A Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,f

]

(721121 FRIYANSA
Diundangkan di Lubuk Linggau

pada tanggal,

(7 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

tTAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR



